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cAlIIAlr CILEUUGSI,

bahwa atas dasar permohonan Keil.la Penyelenggara Paud Al Elasiilah
Nomor 04IPAUD/IZIN-OPR /t./I.I/2019 tanggal 23 uli 2OI9 perihal
Pernr.ohon an lzin Oprasional PAUD ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pernberian lzin
Penyeieaggaraan Pendidihan Anak Usia Dini {FAUD} Non Formal;
Undang-Undang Nomor L4 Tahun i950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Katrupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Ncmor 4 Tahun 1968 tentring Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 74 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam. Lingkungal Provinsi Djawa B.arat {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 2O ?ahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesja Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan
kmbaran Negara Republik, lndonesia a3O 1);
Undang-Undang Nsrner, 33 Tahun':Z$fa$ tentang Pemerintahan Daerah
(Lemlaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran tlegara Republik Indonesid,Nomor 55S7) sebagaimana telah
beberapa kali diubab, terakhir dengan U'ndang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Uadang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahar::Daefah.tl+sbarari Negara Repubiik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor
56791;
Peratumn Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentAng Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan {Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
z}1o Nofuor 23, Tambahan Lemtnran'Negara RepubUk Indonesia Nomor
51OSJ sebagnimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2O10 tentn4gPerubahan Atas Peratrrran Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengilo1aan.,, da4, .Fenyblenggaran Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Ind.oneeia Tahun 201$ Nomor 42, Tambahan Lembaran
Republik lndonesia Nomor 5157);
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5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian $atuan Pendidikan Non Formal {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20L4 Nomor 8771;

Feraturan Menteri F*nd.idikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun ?014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Aflak Usia Dini {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 1'279|;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembarart
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 40, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8261;

8.  Peraturan. . . . . . . - .
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8. Peraturan Daera.h Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kecamatan {tembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003
Nomor 127, Tambahan Lemhran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2OO5-2A25 {l,embaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bcgor Nomor 24 Tahun 2OO8 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecpmatan {Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 24);

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2011 Nomor 6, Tambatran Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentalg Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Camat {Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun
2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen
Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Periainan kepada Camat {Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2S15 Nomor 49);

14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2AL6 tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan {Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor  . . . . . . . . .1 ;

15. Peraturan Bupati Elogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2Ol7 Tentang Pendelegasian Kewenarlgan
Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Camat.;

Berita Acara Pembatrasan Nomor 03 Tanggal08 Bulan November Tahun 20rc

MEMUTUSKAN:

Memberikan,I.&l+l'.,Pue.6.6y,,e,lg$Igggp4...+,q,.,P.,,,qJ+.4i4,ikg. o,,Aqak.*Upia Dini (PAUD) Non
Formal, kepada:

Memperhatjkan

Menetapkan
KBSATU

KEDUA

KETIGA

Alamat ti
;r;

li
li
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Nama/Na4a Badan Hukum : YAYASAI$ AL-WASULAII AI&ASATUL UMMAH
Dusun Pasirangin Rt. O03 Rtu. 006 Desa

, }**gln 
Kecamatan Cileupgsi Kabupaten

Nama PAUD Non Formal : PAUD AI-WASI

Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini {PAUD} Non Formal
sebagaimarla dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman
pada ketentdan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal P&adidikan 'AnAk'Usia Dini fPAUD) N.on Formal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan
dan/atau mel:anggar'keten!:ran peraturan psr'trddang-undangan, maka izin ini
dapat di cabut atau dibatalkah."'-* ,.,1,.;.::':)'!:i'.
Keputusen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi
11 November 2019

KEEMPAT


